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I. UMUM 

 

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46,   

Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat 

desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan 

pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian 

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab 

pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu 

ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan.  

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi 

pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber 

pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . .  
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Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya pengusaha, 

alumni, dan organisasi sosial. 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Huruf a  

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya 

penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan. 

Huruf b  

 Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat. 

Huruf c  

 Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal 

yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan 

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.  

Ayat (2)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau 

walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

Huruf d 

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan 

kepada peserta didik yang berprestasi. 

 
    Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Huruf a 

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya 

penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 

Angka 1  

Cukup jelas. 

Angka 2  

Cukup jelas.  

Huruf b 

Angka 1  

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta tunjangan yang melekat pada 

gaji.  

Angka 2 

Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung 

berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi, dan  lain sebagainya. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

    Huruf b . . . 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah misalnya 

keuntungan dari unit usaha. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas.  

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pendanaan tambahan di atas biaya 

investasi selain lahan, antara lain bangunan, ruang kerja, 

perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan 

atau pengelolaan pendidikan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk 

kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 

Pemerintah” antara lain adalah lahan untuk kantor 

Departemen, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana 

teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah Departemen. 

 

     Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk 

kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 

pemerintah daerah” antara lain adalah lahan untuk kantor 

pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan, unit 

eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya 

selain satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah yang 

menangani urusan pendidikan. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dosen tetap adalah dosen yang bekerja 

penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 

satuan pendidikan tertentu. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang 

diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau 

penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat, untuk jangka waktu paling sedikit 2 

(dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada 

satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang 

memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah 

daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 

Huruf c 

Guru dan dosen yang berhak memperoleh tunjangan 

profesi adalah mereka yang telah memiliki sertifikat 

pendidik. Tunjangan profesi ini diberikan pada tahun 

anggaran berikutnya setelah memperoleh sertifikat 

pendidik. 

Huruf d 

Guru atau dosen di daerah khusus meliputi guru atau 

dosen yang telah bekerja sebagai guru atau dosen di 

daerah tersebut dan guru atau dosen yang ditugaskan 

oleh Pemerintah dari daerah lain yang ditetapkan oleh 

Pemerintah.  

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

    Pasal 30 . . . 
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Pasal  30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar madrasah pelaksana 

program wajib belajar” termasuk pendidikan keagamaan formal 

sederajat dengan madrasah ibtidaiyah (MI) atau madrasah 

tsanawiyah (MTs). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) . . . 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 . . . 
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Pasal 57 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dana pengembangan adalah endowment 

fund yang lazim dimiliki oleh satuan pendidikan kelas dunia. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Ayat (10)  

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60  

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

   Ayat (2) . . . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - 10 - 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang belum 

berbadan hukum adalah satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

sebagai unit pelaksana teknis atau belum ditetapkan menjadi 

badan hukum yang otonom atau independen dari Pemerintah 

atau pemerintah daerah. Adapun contoh satuan pendidikan 

yang sudah berbadan hukum adalah Badan Hukum Milik 

Negara.  

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

   Pasal 77 . . . 
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Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 
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